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LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA 
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA 

SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 
 

 

A. GAMBARAN UMUM 

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, 

dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan 

penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik 

lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan 

dengan kepentingan publik. 

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 

tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang 

bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau 

pelayanan informasi di Badan Publik. 

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 

sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 dan telah diubah lagi 

dengan PMK 110/PMK.01/2022 tanggal 04 Juli Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan 

Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 

Kementerian Keuangan, dengan arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat 

PPID DJKN diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, 

Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di 

seluruh Indonesia. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang 

Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian 

Keuangan, pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID Tingkat II di lingkungan 

Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah Kepala 

Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung. Adapun PPID 

Tingkat III di lingkup wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung 

meliputi KPKNL Palembang, KPKNL Jambi, KPKNL Lahat, dan KPKNL Pangkalpinang. 

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) 

yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi dan melibatkan partisipasi 

masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, 

Jambi dan Bangka Belitung beserta KPKNL di bawahnya memfasilitasi penyediaan 

http://kopsurat/
http://kopsurat/
http://kopsurat/
http://alamat/
http://alamat/
http://perihal/
http://perihal/
http://perihal/
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informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi 

melalui kunjungan pada portal DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id 

2. Sarana dan Prasaranan Pelayanan Informasi Publik 

Dalam memenuhi layanan Informasi Publik, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, 

Jambi dan Bangka Belitung beserta KPKNL di bawahnya memiliki Layanan Area 

Pelayanan terpadu (APT), dimana telah dipasang layanan-layanan yang menjadi 

unggulan serta terkait pemenuhan akan layanan-layanan yang diberikan beserta tarif 

PNBP sesuai ketentuan yang berlaku. 

Permohonan layanan informasi ke DJKN di lingkup Kantor Wilayah DJKN Sumatera 

Selatan, Jambi dan Bangka Belitung dapat diakses melalui kanal layanan informasi 

melalui tiket webform di alamat www.halodjkn.kemenkeu.go.id, melalui email di alamat 

halodjkn@kemenkeu.go.id, dan secara walk-in melalui APT. 

Secara khusus, untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, setiap kantor 

operasional di lingkup wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung 

menyelenggarakan layanan sebagai berikut: 

▪ Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung 

a) Layanan Pengaduan melalui telepon  (0711) 362132 

b) Layanan melalui aplikasi whatsapp di nomor 0821 7983 1112 

c) Layanan PPID melalui email di alamat ppid.kanwildjknsjb@kemenkeu.go.id 

d) Layanan melalui aplikasi SIOS (SJB Integrated Online System) 

e) APT Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung 

▪ Kpknl Jambi 

a) Layanan layanan pengaduan KPKNL Jambi di 0813 7653 0099 

b) Layanan informasi melalui kanal tiket webform melalui 

www.halodjkn.kemenkeu.go.id  

c) Layanan informasi melalui e-mail pada alamat halodjkn@kemenkeu.go.id  

d) Layanan informasi secara walk-in melalui APT 

e) Untuk mendukung layanan panggilan telepon, Layanan Pengaduan di KPKNL Juga 

juga menyelenggarakan layanan whatsapp 

▪ KPKNL Palembang 

a) PAYO CHAT (whatsapp) 0811 7973 734 

b) Telepon (0711) 317416 

c) Tatap muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Palembang, Gedung 

Keuangan Negara Palembang Blok C, Jl. Kapten A. Rivai No.4, Sungai Pangeran, 

Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 10129 

d) Surel (e-mail): kpknlpalembangpayo@gmail.com  

e) Media sosial KPKNL Palembang 

▪ KPKNL Lahat 

a) Surat 

b) Surat elektronik melalui alamat ppid.kpknllahat@kemenkeu.go.id  

c) Sistem Informasi PPID 

d) Layanan informasi secara walk-in melalui Area Pelayanan Terpadu 

▪ KPKNL Pangkalpinang 

a) Surat 

b) Surat elektronik melalui alamat ppid.kpknlpangkalpinang@kemenkeu.go.id  

c) Sistem Informasi PPID 

http://www.djkn.kemenkeu.go.id/
http://www.halodjkn.kemenkeu.go.id/
mailto:halodjkn@kemenkeu.go.id
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwbsNgCAQANDYmriBBY21h6eAjuAWBwfGH4VgcHzfq5t-66W0Wm1FjwzV0sE3eLR68gCjA1aIC3yIbIILPBsTKEhe25Ni2S_BxxlFem_K_iGR_EWZ4g_1yBo2&q=kanwil+djkn+sumatera+selatan&rlz=1C1UEAD_enID1045ID1045&oq=kan&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqFQgCEC4YJxivARjHARiABBiKBRiOBTIGCAAQRRg8MgYIARBFGDkyFQgCEC4YJxivARjHARiABBiKBRiOBTINCAMQABiDARixAxiABDINCAQQLhiDARixAxiABDIGCAUQRRg8MgYIBhBFGDwyBggHEEUYPNIBCDE4MDZqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:ppid.kanwildjknsjb@kemenkeu.go.id
http://www.halodjkn.kemenkeu.go.id/
mailto:halodjkn@kemenkeu.go.id
mailto:kpknlpalembangpayo@gmail.com
mailto:ppid.kpknllahat@kemenkeu.go.id
mailto:ppid.kpknlpangkalpinang@kemenkeu.go.id
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d) Layanan informasi secara walk-in melalui Area Pelayanan Terpadu 

 

Baik Kantor Wilayah dan KPKNL di lingkup wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan 

Bangka Belitung telah menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi publik 

kepada masyarakat luas. Melalui penggunaan media sosial diharapkan mampu 

menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya 

bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan. Melalui media sosial, Kantor Wilayah 

dan KPKNL menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan 

fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, 

membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam 

mencapai visi DJKN. Adapun platform media sosial yang digunakan untuk tujuan di atas, 

adalah: 

▪ Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung 

a) Instagram: @kanwildjkn_sjb 

b) Facebook: Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel 

c) Twitter: @kanwildjknsjb 

d) YouTube: Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel 

▪ KPKNL Jambi 

a) Instagram: @kpknl.jambi  

b) Facebook: KPKNL Jambi 

c) Twitter: @kpknl_jambi1 

d) YouTube: KPKNL Jambi 

▪ KPKNL Palembang 

a) Instagram: @kpknl.palembang 

b) Facebook: KPKNL Palembang 

c) Twitter: @kpknl_palembang 

d) YouTube: KPKNL Palembang 

▪ KPKNL Lahat 

a) Instagram: @kpknllahat 

b) Facebook: KPKNL Lahat 

c) Twitter: @kpknl_lahat 

d) YouTube: KPKNL Lahat 

▪ KPKNL Pangkalpinang 

a) Instagram: @kpknl.pangkalpinang 

b) Facebook: KPKNL Pangkalpinang 

c) Twitter: @kpknl_pkp 

d)  YouTube: KPKNL Pangkalpinang 

 

3. Sumber Daya Manusia 

Pelaksanaan layanan informasi publik pada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, 

Jambi dan Bangka Belitung selaku PPID Tingkat II dilaksanakan oleh Kepala Kantor 

Wilayah. Tugas pengelola informasi publik dilaksanakan oleh Kepala Bidang Kepatuhan 

Internal, Hukum dan Informasi, Kepala Seksi Informasi beserta staf. 
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Sedangkan di KPKNL selaku PPID Tingkat III, pelaksanaan layanan informasi publik 

dilaksanakan oleh Kepala KPKNL. Pengelolaan informasi publik dilakukan oleh Kepala 

Seksi Hukum dan Informasi beserta staf. 

4.  Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik 

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik, Kanwil dan KPKNL di lingkup Kantor 

Wilayah telah menyediakan berbagai kanal layanan informasi yang dapat diakses oleh 

para pemangku kepentingan. Permintaan informasi publik dapat dilakukan secara tertulis 

melalui media elektronik dan/atau non-elektronik. Permintaan informasi publik dengan 

menggunakan media elektronik disampaikan melalui surat elektronik atau Sistem 

Informasi PPID. Permintaan informasi publik dengan menggunakan media non-elektronik 

disampaikan melalui surat atau dengan mengisi formulir Permintaan Informasi Publik 

yang tersedia di ruang Area Pelayanan Terpadu (APT). 

Permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon akan ditindaklanjuti melalui 

pemberitahuan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya 

Permohonan Informasi Publik dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja 

dengan memberikan alasan secara tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi. Selama 

tahun 2023, Kanwil serta 4 (empat) KPKNL di lingkup wilayah Sumatera Selatan, Jambi 

dan Bangka Belitung selaku PPID Tingkat II dan III telah menerima sebanyak 1 (satu) 

permohonan informasi publik. 

 

5. Kendala 

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, terdapat kendala yang dihadapi oleh Kanwil 

dan KPKNL selaku PPID Tingkat II dan III sebagaimana berikut: 

a) Eksternal 

Masih kurangnya pemahaman dari para pihak pemohon informasi terkait layanan 

Informasi Publik berkaitan dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi, 

masyarakat masih menitik beratkan terkait informasi hanya berhubungan dengan 

administrasi pemerintahan. 

b) Internal 

Informasi Publik akan selalu bersinggungan langsung dengan Tugas dan Fungsi 

DJKN, terkait Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, Penilaian dan Lelang, 

yang semua berkaitan dengan seksi teknis yang menangani tugas dan fungsi 

dimaksud, yang dalam pelaksanaan sehari-harinya rawan akan tidak terlayaninya 

permohonan informasi publik yang seharusnya dilayani secara mekanisme PPID. 

 

6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan 

informasi Publik 

Kanwil serta KPKNL berkomitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik terkait 

layanan Informasi Publik guna mendukung layanan informasi melalui PPID Tingkat II 

dan III, dan terus mengupayakan agar seluruh pegawai mampu memberikan layanan 

informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan maupun sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

Selama tahun 2023 PPID Tingkat II dan Tingkat III di lingkup Kantor Wilayah DJKN Sumatera 

Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung telah menerima sebanyak 1 (satu) permohonan 

informasi publik dengan indeks waktu rata-rata hari layanan yaitu 10 (sepuluh) hari kerja. 
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Permohonan disampaikan oleh Pemohon Informasi Publik melalui surat yang ditujukan 

langsung ke PPID Pelaksana Tingkat III KPKNL Jambi. 

Rincian pelayanan informasi publik pada KPKNL sebagaimana berikut: 

1. KPKNL Jambi 

a) Jangka Waktu Penyelesaian 

Terhadap permintaan informasi publik yang diterima pada tahun 2023, informasi publik 

dijawab dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja dengan perpanjangan waktu 4 (empat) Hari 

Kerja. 

b) Jalur Permintaan Informasi Publik 

Jalur permintaan informasi publik yang ditujukan langsung ke PPID Pelaksana Tingkat III 

KPKNL Jambi dengan permintaan informasi melalui surat. 

c) Pemenuhan Permintaan Informasi Publik 

Terhadap 8 butir permintaan informasi publik, permintaan dapat dipenuhi sebagian. 

Dengan rincian, 3 butir permintaan diberikan tanggapan, dan 4 butir pertanyaan, informasi 

tidak dapat diberikan dikarenakan termasuk informasi yang dikecualikan, dan 1 butir 

pertanyaan tidak dapat diberikan karena termasuk informasi yang tidak dikuasai PPID 

Tingkat III KPKNL Jambi. 

d) Kedudukan Hukum Permohonan Informasi Publik 

Permintaan Informasi Publik yang diterima adalah pemohon yang berasal dari Badan 

Hukum Indonesia. 

e) Topik Permintaan Informasi 

Informasi Lelang 

f) Penyelesaian Keberatan 

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU KIP diatur bahwa setiap Pemohon Informasi Publik 

dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dengan alasan-alasan 

tertentu. Keberatan tersebut diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam waktu paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja (HK) setelah ditemukannya alasan, dan Seluruh 

keberatan telah ditanggapi oleh Atasan PPID Pelaksana DJKN dalam jangka waktu 

kurang dari 30 HK. Penyusunan tanggapan keberatan tersebut dilakukan melalui rapat 

pembahasan bersama dengan PPID Pelaksana pemroses permintaan informasi dan unit 

teknis pemilik informasi. 

Pada tahun 2023, pemohon informasi publik tidak mengajukan keberatan atas tanggapan 

pemberian informasi publik oleh PPID Tingkat III KPKNL Jambi.
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2. KPKNL Palembang 

 

3. KPKNL Lahat 
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4. KPKNL Pangkalpinang 

 

C. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung sebagai PPID Tingkat II 

terdiri dari 4 KPKNL sebagai PPID Tingkat III yaitu; KPKNL Jambi, KPKNL Palembang, 

KPKNL Lahat, dan KPKNL Pangkalpinang. Selama Tahun 2023 Kantor Wilayah DJKN 

Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung telah menerima sebanyak 1 (satu) 

permohonan informasi publik dengan indeks waktu rata-rata hari layanan yaitu 10 

(sepuluh) hari kerja yang telah dirangkum dalam Laporan Tahunan Layanan Informasi 

Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat II Kanwil DJKN 

Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung. 

2. Saran 

a) Perlu adanya peningkatan pemahaman bagi pemohon Informasi atas Layanan 

Informasi Publik yang diberikan oleh masing-masing PPID dengan meningkatkan 

penyebaran informasi mengenai Layanan Informasi Publik yang diberikan, baik secara 

online melalui media sosial ataupun offline melalui APT. 

b) Perlu diadakannya sosialisasi secara berkala mengenai ketentuan sistem Informasi 

PPID dan prosedur penanganan permohonan Informasi publik bagi para petugas PPID 

dan pegawai di bidang teknis mengingat adanya mutasi pegawai secara berkala. 

 
 
 

 Dibuat di Palembang 
 pada tanggal [@TanggalND] 

 
 Kepala Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara 
Sumatera Selatan, Jambi, dan 
Bangka Belitung 

  
 
 
 
 
 

 Ditandatangani secara elektronik 
 Ferdinan Lengkong 

 
 

http://[@TanggalND]
http://penandatangan/
http://penandatangan/
http://penandatangan/
http://penandatangan/
http://pejabat/
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Informasi merupakan kebutuhan pokok  setiap  

orang  bagi  pengembangan  pribadi dan 

lingkungan sosialnya serta  merupakan bagian 

penting bagi  ketahanan  nasional. Adapun hak  

memperoleh  informasi  merupakan  salah satu 

hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam 

Pasal 28F Perubahan Kedua Undang-Undang 

Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun  1945  

(UUD  1945),  yang menyebutkan bahwa “Setiap 

orang berhak untuk berkomunikasi dan 

memperoleh informasi  untuk  

mengembangkan  pribadi dan lingkungan 

sosialnya, serta berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, 

dan menyampaikan informasi dengan 

menggunakan  segala  jenis  saluran yang 

tersedia.”  

 

Guna melindungi dan menjamin pemenuhan 

hak dasar tersebut, Pemerintah telah 

menetapkan Undang-Undang  Nomor  14  

Tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (UU KIP). Selain  menjamin  hak  warga  

negara  untuk memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan  kebijakan  publik,  lahirnya  

UU  KIP ini diharapkan juga dapat mewujudkan  

tata kelola pemerintahan yang baik (good  

governance). 

 

Selaku Badan Publik, sejak tahun 2011 dan  

terakhir melalui Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman   

 

Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola  

Informasi  dan  Dokumentasi  di  Lingkungan   

 

 

 

Kementerian  Keuangan  (PMK  110/2022),  

Kementerian  Keuangan  telah  

mengimplementasikan ketentuan akses atas 

Informasi Publik. Selain itu, untuk mendukung 

pelaksanaan layanan informasi publik di 

Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan 

telah menunjuk  Atasan  PPID  Kemenkeu,  PPID 

Kemenkeu,  Atasan  PPID  Pelaksana,  dan PPID 

Pelaksana yang ditetapkan dalam Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 

tentang Penunjukan Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi  di  Lingkungan  

Kementerian Keuangan (KMK 351/2022).  

 

Berdasarkan PMK 110/2022 dan KMK 351/2022 

tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

(DJKN) sebagai salah satu unit eselon I di 

lingkungan Kemenkeu memiliki struktur PPID 

sebagai berikut:  

1. Atasan  PPID  Pelaksana  DJKN  dijabat oleh 

Direktur Jenderal Kekayaan Negara;  

2. PPID Tingkat I DJKN dijabat oleh Direktur 

Hukum dan Hubungan Masyarakat;  

3. PPID Tingkat II DJKN dijabat oleh Kepala 

Kantor Wilayah DJKN dan Direktur Utama 

Badan Layanan Umum Lembaga 

Manajemen Aset Negara (BLU LMAN); dan 

4. PPID  Tingkat  III  DJKN  dijabat  oleh  Kepala 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL).  

 

 

 

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik 
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Memperhatikan tuntutan layanan informasi 

yang baik kepada stakeholders, arah kebijakan 

di tahun-tahun mendatang meliputi:  

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini 

publik yang positif terhadap DJKN 

khususnya KPKNL Jambi dengan 

menjalankan Strategi Komunikasi yang baik 

dan komunikatif;  

2. Melaksanakan penanganan responsif 

terhadap keluhan dan pengaduan 

masyarakat baik di media cetak dan digital;  

3. Melaksanakan pengembangan Sumber 

Daya Manusia kehumasan melalui 

pendidikan dan pelatihan dengan konten 

yang mendukung tugas dan fungsi 

kehumasan;  

4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan 

informasi melalui channeling kehumasan 

yang ada, seperti layanan pengaduan 

KPKNL Jambi di 0813 7653 0099 dan Halo 

DJKN 150-991, Media Sosial, Poster/Iklan, 

dan media cetak/digital, serta penyuluhan 

dan sosialisasi;  

5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang 

rutin atas seluruh kegiatan yang 

dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi DJKN 

melalui sarana pemberitaan, artikel, dll.  

 

 

 

 

 

 

 

Sarana dan Prasarana Pelayanan 

Informasi Publik  

Dalam memenuhi layanan Informasi Publik 

KPKNL Jambi memiliki Layanan Area Pelayanan 

terpadu, dimana telah dipasang layanan-

layanan yang menjadi unggulan serta terkait 

pemenuhan akan layanan-layanan yang 

diberikan oleh KPKNL Jambi beserta tarif PNBP 

sesuai ketentuan yang berlaku. permohonan 

layanan informasi ke DJKN dapat diakses 

melalui kanal layanan informasi sebagai 

berikut:  

A. Layanan layanan pengaduan KPKNL Jambi 

di 0813-7653-0099;  

B. Layanan informasi melalui kanal tiket 

webform melalui 

www.halodjkn.kemenkeu.go.id; 

C. Layanan informasi melalui e-mail pada 

alamat halodjkn@kemenkeu.go.id, dan 

D. Layanan informasi secara walk-in melalui 

APT. 

E. Untuk mendukung layanan panggilan 

telepon, Layanan Pengaduan di KPKNL Juga 

juga menyelenggarakan layanan whatsapp. 

KPKNL Jambi juga turut menggunakan media 

sosial sebagai salah satu media komunikasi 

publik yang diharapkan mampu menawarkan 

proses-proses komunikasi yang lebih terarah 

cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir 

kebutuhan akan keterbukaan. Melalui media 

sosial, KPKNL Jambi menyampaikan informasi 

kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan 

fungsi dalam berbagai format konten yang 

dibagikan sebagai bentuk edukasi publik,  

http://www.halodjkn.kemenkeu.go.id/
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membangun citra pemerintah yang baik, dan 

mengajak masyarakat untuk terlibat dalam 

mencapai visi DJKN. Platform media sosial yang 

digunakan oleh KPKNL Jambi untuk tujuan di 

atas, adalah: 

I. Instagram, @kpknl.jambi 

II. Facebook, @KPKNL Jambi 

III. Twitter, @kpknl_jambi1 

IV. YouTube, KPKNL Jambi 

 

Sumber Daya Manusia yang 

Menangani Pelayanan Informasi Publik  

Berdasarkan SPRIN Kepala KPKNL Jambi terkait 

yang menangani pelayanan informasi publik 

dan untuk mendukung pelaksanaan layanan 

informasi publik di lingkungan Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara telah ditetapkan 

pejabat yang menjadi Atasan Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 

melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 

Lingkungan Kementerian Keuangan, menunjuk 

Kepala Seksi Hukum dan Informasi beserta 

stafnya untuk melaksanakan tugas, wewenang, 

dan tanggung jawab dalam mendukung 

pelaksanaan layanan Informasi Publik pada 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Tingkat III KPKNL Jambi yang mengacu pada 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

pedoman layanan Informasi Publik Pejabat  

 

 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 

Lingkungan Kementerian Keuangan.  

 

Anggaran  pelayanan  Informasi  Publik  

dan Laporan Penggunaannya 

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas 

PPID KPKNL Jambi dibebankan pada  Daftar  

Isian  Pelaksanaan  Anggaran (DIPA) KPKNL 

Jambi.  
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KPKNL Jambi sebagai instansi vertikal DJKN 

sebagai Badan Publik yang memiliki tugas 

utama merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 

pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, 

dan lelang, memiliki stakeholders yang 

sebagian besar berasal dari institusi pemerintah 

dan masyarakat dalam 11 (sebelas) wilayah 

kerja kota dan/ atau kabupaten di Provinsi 

Jambi. Adapun wilayah kerja tersebut, adalah 

sebagai berikut; Kota Jambi, Kabupaten Muaro 

Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kabupaten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bungo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 

Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai 

Penuh yang terkait dengan pelaksanaan tugas 

dan fungsi DJKN sebagai Pengelola Barang Milik 

Negara (BMN), Penilaian, Piutang Negara dan 

lelang. 

Sepanjang  tahun  2023, PPID  Pelaksana Tingkat 

III KPKNL Jambi  menerima  1  (satu) permintaan 

Informasi Publik, dengan rincian:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rincian Pelayanan Informasi Publik  

 

Jangka Waktu Penyelesaian 

Terhadap permintaan informasi publik yang diterima pada tahun 2023, informasi publik dijawab dalam 
waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja dengan perpanjangan waktu 4 (empat) Hari Kerja 

 

Jalur Permintaan Informasi Publik 

Jalur permintaan informasi publik  yang ditujukan langsung ke PPID Pelaksana Tingkat III KPKNL Jambi 
dengan permintaan informasi melalui surat.  

 

Pemenuhan Permintaan Informasi Publik 

Terhadap 8 butir permintaan informasi publik, permintaan dapat dipenuhi sebagian. Dengan rincian, 3 
butir permintaan diberikan tanggapan, dan 4 butir pertanyaan, informasi tidak dapat diberikan 
dikarenakan termasuk informasi yang dikecualikan, dan 1 butir pertanyaan tidak dapat diberikan 
karena termasuk informasi yang tidak dikuasai PPID Tingkat III KPKNL Jambi. 

 

Tabel 1 
Pemohonan Informasi Publik Tahun 2023 
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Penyelesaian Keberatan  

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU KIP diatur  

bahwa  setiap  Pemohon  Informasi Publik dapat 

mengajukan keberatan secara tertulis kepada 

Atasan PPID dengan alasan-alasan tertentu. 

Keberatan tersebut diajukan  oleh  Pemohon  

Informasi  Publik dalam waktu paling lambat 30 

(tiga puluh) HK setelah ditemukannya alasan, 

dan Seluruh  keberatan  telah  ditanggapi  oleh 

Atasan PPID Pelaksana DJKN dalam jangka 

waktu kurang dari 30 HK. Penyusunan 

tanggapan keberatan tersebut dilakukan 

melalui rapat pembahasan bersama dengan 

PPID Pelaksana pemroses permintaan informasi 

dan unit teknis pemilik informasi.  

Pada tahun 2023, pemohon informasi publik 

tidak mengajukan keberatan atas tanggapan 

pemberian informasi publik oleh PPID Tingkat III 

KPKNL Jambi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian Sengketa Informasi 

Publik  

Pada tahun 2023, tidak terdapat pengajuan 

sengketa informasi publik kepada PPID Tingkat 

III KPKNL Jambi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kedudukan Hukum Pemohon Informasi Publik  

Permintaan Informasi Publik yang diterima adalah pemohon yang berasal dari Badan Hukum Indonesia. 

 

Topik Permintaan Informasi 

Informasi Lelang  
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Eksternal 

Masih kurangnya pemahaman dari para pihak 

pemohon informasi terkait layanan Informasi 

Publik berkaitan dengan Undang-Undang 

Keterbukaan Informasi, masyarakat masih 

menitikberatkan terkait informasi hanya 

berhubungan dengan administrasi 

pemerintahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internal 

Informasi Publik akan selalu bersinggungan 

langsung dengan tugas dan fungsi DJKN, terkait 

Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, 

Penilaian, dan Lelang, yang semua berkaitan 

dengan seksi teknis yang menangani tugas dan 

fungsi dimaksud, yang dalam pelaksanaan 

sehari-harinya rawan akan tidak terlayaninya 

permohonan informasi publik yang seharusnya 

dilayani secara mekanisme PPID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendala Eksternal dan Internal dalam 
Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 
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KPKNL Jambi berkomitmen untuk selalu 

memberikan layanan terbaik terkait layanan 

Informasi Publik, Guna mendukung layanan 

informasi melalui PPID Tingkat III KPKNL Jambi, 

dan terus mengupayakan agar seluruh pegawai 

mampu memberikan layanan informasi yang 

maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan 

maupun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik. 

  

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk  
Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik 
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“KPKNL Jambi berkomitmen menjaga integritas dengan 

Profesionalisme, Amanah, Dinamis, Empati, dan Kekeluargaan 

(PADEK) dalam memberikan layanan yang selaras dengan  

Nilai-nilai Kementerian Keuangan” 
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%HUGDVDUKDQ� 8QGDQJ�8QGDQJ� 1RPRU� ��� 7DKXQ� ����� WHQWDQJ� .HWHUEXNDDQ� ,QIRUPDVL� 3XEOLN��

,QIRUPDVL�3XEOLN� DGDODK� LQIRUPDVL�\DQJ�GLKDVLONDQ�� GLVLPSDQ��GLNHOROD�� GLNLULP��GDQ�DWDX� GLWHULPD�

ROHK� VXDWX� %DGDQ� 3XEOLN� \DQJ�EHUNDLWDQ� GHQJDQ� SHQ\HOHQJJDUD� GDQ� SHQ\HOHQJJDUDDQ� QHJDUD�

GDQ�DWDX�SHQ\HOHQJJDUD�GDQ�SHQ\HOHQJJDUDDQ�%DGDQ�3XEOLN�ODLQQ\D�\DQJ�VHVXDL�GHQJDQ�8QGDQJ�

8QGDQJ�LQL�VHUWD�LQIRUPDVL�ODLQ�\DQJ�EHUNDLWDQ�GHQJDQ�NHSHQWLQJDQ�SXEOLN�

�� *DPEDUDQ�8PXP�3HOD\DQDQ�3XEOLN

8QWXN� PHQGXNXQJ� SHOD\DQDQ� ,QIRUPDVL� 3XEOLN�� PDND� %DGDQ� 3XEOLN� PHPEHQWXN� 3HMDEDW�

3HQJHOROD�,QIRUPDVL�GDQ�'RNXPHQWDVL��33,'���%HUGDVDUNDQ�8QGDQJ�8QGDQJ�1RPRU����WDKXQ�

�����WHQWDQJ�.HWHUEXNDDQ�,QIRUPDVL�3XEOLN��33,'�DGDODK�SHMDEDW�\DQJ�EHQDQJJXQJ� MDZDE�GL�

ELGDQJ� SHQ\LPSDQDQ�� SHQGRNXPHQWDVLDQ�� SHQ\HGLDDQ�� GDQ�DWDX� SHOD\DQDQ� LQIRUPDVL� GL�

%DGDQ�3XEOLN�

$GDSXQ�SHMDEDW�\DQJ�GLWXQMXN�XQWXN�PHQMDEDW�VHEDJDL�33,'�GL�OLQJNXQJDQ�'LUHNWRUDW�-HQGHUDO�

.HND\DDQ� 1HJDUD� �'-.1�� EHUGDVDUNDQ� .HSXWXVDQ� 0HQWHUL� .HXDQJDQ� �.0.�� 1RPRU�

����.0.��������� WHQWDQJ�3HQXQMXKDQ� 33,'�GDQ�.RRUGLQDWRU�33,'�DGDODK� 'LUHNWXU�+XNXP�

GDQ�+XEXQJDQ�0DV\DUDNDW�

'HQJDQ�DGDQ\D� WXQWXWDQ�DWDV� WDWD�NHOROD�SHPHULQWDKDQ�\DQJ�EDLN� �*RRG�*RYHUQDQFH��\DQJ�

PHQFHUPLQNDQ�DVDV�DNXQWDELOLWDV��WUDQVSDUDQVL��GDQ�PHOLEDWNDQ�SDUWLVLSDVL�PDV\DUDNDW�GDODP�

SURVHV�NHELMDNDQ�SXEOLN��'-.1�PHPIDVLOLWDVL�SHQ\HGLDDQ�LQIRUPDVL�VHFDUD�FHSDW��SUDNWLV��GDQ�
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GDSDW�GLDNVHV�ODQJVXQJ�ROHK�SHQJJXQD�LQIRUPDVL�PHODOXL�NXQMXQJDQ�SDGD�SRUWDO�ZHEVLWH�'-.1�

GHQJDQ�DODPDW�ZZZ�GLNQ�NHPHQNHX�TR�LG�

'HQJDQ� WHUELWQ\D�30.�1RPRU�����30.��������� WDQJJDO����'HVHPEHU����� VHEDJDLPDQD�

WHODK� GLXEDK� GHQJDQ� 30.�1RPRU�����30.��������� WHQWDQJ� 3HGRPDQ�/D\DQDQ� ,QIRUPDVL�

3XEOLN ROHQ� 33,'� .HPHQWHULDQ� .HXDQJDQ� GDQ� 3HUDULJNDW� 33,'� .HPHQWHULDQ� .HXDQJDQ��

VWUXNWXU�RUJDQLVDVL� 33,'�'-.1�\DQJ�VHPXOD�KDQ\D�GLWDQJDQL� GL� WLQJNDW�SXVDW� FT��'LUHNWRUDW�

+XNXP�GDQ� +XPDV��EHUXEDK�GHQJDQ� DGDQ\D�SHQGHOHJDVLDQ� ZHZHQDQJ�NHSDGD�3HUDQJNDW�

33,'�'-.1�\DQJ�GLVHUDKNDQ�NHSDGD�'LUHNWRUDW�+XNXP�GDQ�+XPDV�VHODNX�33,'�7LQJNDW� ,��

.DQWRU�:LOD\DK�'-.1�VHODNX�33,'�7LQJNDW�,,��GDQ�.3.1/�VHODNX�33,' 7LQJKDW�,,��GL�VHOXUXK�

,QGRQHVLD�

0HPSHUKDWLNDQ�WXQWXWDQ� OD\DQDQ�LQIRUPDVL�\DQJ�EDLN NHSDGD�VWDNHKROGHUV��DUDK�NHELMDNDQ�GL�

WDKXQ�WDKXQ�PHQGDWDQJ�PHOLSXWL�

�� 0HQMDJD�GDQ�PHQLQJNDWNDQ�NXDOLWDV�RSLQL�SXEOLN�\DQJ�SRVLWLI�WHUKDGDS�'-.1�NKXVXVQ\D�

SDGD�.3.1/�3DOHPEDQJ�GHQJDQ�PHQMDODQNDQ�6WUDWHJL�.RPXQLNDVL�'-.1�\DQJ�EDLN�GDQ�

NRPXQLNDWLI�

�� 0HODNVDQDNDQ�SHQDQJDQDQ� UHVSRQVLI�WHUKDGDS�NHOXKDQ�GDQ�SHQJDGXDQ�PDV\DUDNDW�EDLN�

GL�PHGLD�FHWDN�GDQ�GLJLWDO�

�� 0HODNVDQDKDQ�SHQJHPEDQJDQ� 6XPEHU�'D\D�0DQXVLD�NHKXPDVDQ�PH,D�XL�SHQGLGLNDQ�

GDQ�SHODWLKDQ�GHQJDQ�NRQWHQ�\DQJ�PHQGXNXQJ�WXJDV�GDQ�IXQJVL�NHKXPDVDQ�

�� 3HQJXDWDQ�IXQJVL�SHQ\XOXKDQ�GDQ�OD\DQDQ�LQIRUPDVL�PHODOXL�FKDQQHOLQJ�NHKXPDVDQ�\DQJ�

DGD��VHSHUWL�SXVDW� LQIRUPDVL�GDQ� OD\DQDQ�SHQJDGXDQ�.3.1/�3DOHPEDQJ�PHODOXL�3$<2�

&+$7��+DOR�'-.1���������� 0HGLD�6RVLDO�� 3RVWHU�ONODQ�� GDQ� PHGLD�FHWDN�GLJLWDO�� VHUWD�

SHQ\XOXKDQ�GDQ�VRVLDOLVDVL� UXWLQ�

�� ,QWHQVLWDV� SXEOLNDVL� GDQ�GRNXPHQWDVL�\DQJ�UXWLQ�DWDV�VHOXUXK�NHJLDWDQ�\DQJ�PHOLEDWNDQ�

WXJDV�GDQ�IXQJVL�'-.1�PHODOXL�VDUDQD�SHPEHULWDDQ��DULNHO��EHULWD��GOO�

�� 6DUDQD�GDQ�3UDVDUDQD�3HOD\DQDQ�,QIRUPDVL�3XEOLN

'DODP� PHPHQXKL� OD\DQDQ� ,QIRUPDVL� 3XEOLN� .3.1/� 3DOHPEDQJ� PHPLOLNL� /D\DQDQ� $UHD�

3HOD\DQDQ�7HUSDGX��$37��GDQ�3$<2�&+$7�\DQJ�PHQFDQWXPNDQ�OD\DQDQ�OD\DQDQ�XQJJXODQ�

SDGD� .3.1/�3DOHPEDQJ�� 7HUNDLW� SHPHQXKDQ� DNDQ� OD\DQDQ�OD\DQDQ� \DQJ� GLEHULKDQ� ROHK�

.3.1/� 3DOHPEDQJ� VHUWD� WDULI� 31%3� \DQJ� GLEHUODNXNDQ�� SHUPRKRQDQ� OD\DQDQ� LQIRUPDVL��

SHQJDGXDQ�� VDUDQ�� GDQ� PDVXNDQ� DWDV� SHOD\DQDQ� .3.1/�3DOHPEDQJ� GDSDW� GLVDPSDLNDQ�

PHODOXL�
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�� 6DOXUDQ�,QWHUQDO�.3.1/�3DOHPEDQJ

D� 3$<2�&+$7��:KDWVDSS���������������

E� 7HOHSRQ��������������

F� 7DWDS� 0XND�� $UHD� 3HOD\DQDQ� 7HUSDGX� �$37�� .3.1/� 3D�HPEDQJ�� *HGXQJ�

.HXDQJDQ�1HJDUD�3DOHPEDQJ�%ORN�&��-,��.DSWHQ� $��5LYDL�1R����6XQJDL�3DQJHUDQ��

.HF��,,LU�7LPXU ,�.RWD�3DOHPEDQJ��6XPDWHUD�6HODWDQ������

G� 6XUHO �H�PDL����NSNQOSDOHPEDQJSD\R#JPDLO�FRP

H� 0HGLD�VRVLDO�.3.1/�3DOHPEDQJ

��� 6DOXUDQ�,QWHUQDO�'-.1

D� &DOO�&HQWHU�+$/2�'-.1��������

E� 6XUHO��H�PDO¶��� KDORG_NQ#NHPHQKHX�TR�LG�SHQJDGXDQ�G@NQ#NHPHQNHX�TR�LG

F� 7DWDS� 0XND�� $UHD� 3HOD\DQDQ� 7HUSDGX� �$37�� '-.1�� *HGXQJ� 6MDIUXGGLQ�

3UDZLUDQHJDUD� ,,�� /DQWDL� ��� -,�� /DS�� %DQWHQJ� 7LPXU� 1R���� 5:���� 3V�� %DUX��

.HFDPDWDQ�6DZDK�%HVDU��.RWD�-DNDUWD�3XVDW��'.,�-DNDQD������

G� .RWDN�SHQJDGXDQ��VDUDQ��GDQ�PDVXNDQ�\DQJ�WHUVHGLD�SDGD�.DQWRU�'-.1

H� 6XUDW�1RWD� 'LQDV�� 6HNUHWDULDW� '-.1� �%DJLDQ� .HSDWXKDQ� ,QWHUQDO��� *HGXQJ�

6MDIUXGGLQ�3UDZLUDQHJDUD�,,��/DQWDL����-O��/DS��%DQWHQJ�7LPXU�1R����5:����3V��%DUX��

.HFDPDWDQ�6DZDK� %HVDU�� .RWD� -DNDUWD�3XVDW�� 'DHUDK� .KXVXV� ,EXNRWD� -DKDUWD�

�����

��� $SOLNDVL�:KLVWOHEORZLQJ�6\VWHP��:L6H��\DQJ�GLNHOROD�,QVSHNWRUDW�-HQGHUDO�.HPHQWHULDQ�

.HXDQJDQ� ZZZ�ZLVH�NHPHQNHX�JR�LG

��� $SOLNDVL�63�1�/$325��\DQJ�GLNHOROD�.HPHQ3$1�5%��.DQWRU�6WDI�3UHVLGHQ��GDQ�

2PEXGVPDQ�5,� ZZZ�ODSRU�TR�LG

.3.1/�3DOHPEDQJ� MXJD�PHQJJXQDNDQ�PHGLD�VRVLDO� VHEDJDL� VDODK� VDWX�PHGLD�NRPXQLNDVL�

SXEOLN�\DQJ�GLKDUDSNDQ�PDPSX�PHPEHULNDQ�NRPXQLNDVL�\DQJ�OHELK�FHSDW��HILVLHQ��GDQ�WHUEXND�

NHSDGD�PDV\DUDNDW��0HODOXL�PHGLD�VRVLDO�� .3.1/�3DOHPEDQJ�PHQ\DPSDLNDQ�YLVL�GDQ�PLVL��

WXJDV�GDQ� IXQJVL�'-.1�GDODP�EHUEDJDL�NRQWHQ�\DQJ�GLEDJLNDQ�VHEDJDL� EHQWXN�HGXNDVL�GDQ�

PHPEDQJXQ�FLWUD�SHPHULQWDK�\DQJ�EDLN��PHGLD�\DQJ�GLJXQDNDQ�ROHK�.3.1/�3DOHPEDQJ�XQWXN�

PHQFDSDL�WXMXDQ�WHUVHEXW�DGDODK�
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�� ,QVWDJUDP��#NSNQO�SDOHPEDQJ

�� )DFHERRN��.3.1/�3DOHPEDQJ

�� 7ZLWWHU��#NSNQ,BSD,HPEDQJ

�� <RXWXEH��.3.1/�3DOHPEDQJ

�� 7LNWRN��#NSNQW�SDOHPEDQJ

�� :HEVLWH��GMNQ�NHPHQNHX�JR�LG�NSNQ,�SD,HPEDQJ

�� 6XPEHU�'D\D�0DQXVLD

%HUGDVDUKDQ� .HSXWXVDQ� 0HQWHUL� .HXDQJDQ� 1RPRU�����.0.��������� WHQWDQJ� 3HQXQMXKDQ�

3HMDEDW�3HQJHOROD�,QIRUPDVL�GDQ�'RNXPHQWDVL�GL�/LQJNXQJDQ�.HPHQWHULDQ�.HXDQJDQ��.HSDOD�

6HNVL� +XNXP� GDQ� ,QIRUPDVL� EHVHUWD� SHODNVDQDQ\D� GLWXQMXN� XQWXN� PHODNVDQDNDQ� WXJDV��

ZHZHQDQJ�� GDQ� WDQJJXQJ� MDZDE� GDODP�PHQGXNXQJ�SHODNVDQDDQ� OD\DQDQ� LQIRUPDVL�SXEOLN

SDGD�3HMDEDW�3HQJHWROD�,QIRUPDVL�GDQ�'RNXPHQWDVL�7LQJNDW�,,,�SDGD�.3.1/�3DOHPEDQJ�\DQJ�

PHQJDFX�SDGD�3HUDWXUDQ�0HQWHUL�.HXDQJDQ�WHQWDQJ�3HGRPDQ�/D\DQDQ�,QIRUPDVL�3XEOLN�ROHK�

33,'�.HPHQWHULDQ�.HXDQJDQ�GDQ�3HUDQJNDW�33,'�.HPHQWHULDQ�.HXDQJDQ� 3DGD�7DKXQ������

.HSDOD�6HNVL�+XNXP�GDQ�,QIRUPDVL�GLEDQWX����WLJD��RUDQJ�SHODNVDQD XQWXN�SHODNVDQDDQ�WXJDV�

SHQDQJDQDQ�SHUNDUD�KXNXP�GDQ�SHOD\DQDQ�WHNQRORJL�GDQ�LQIRUPDVL�

�� 3HUPLQWDDQ�,QIRUPDVL�3XEOLN�GDQ�6HQJNHWD�,QIRUPDVL�3XEOLN

.3.1/�3DOHPEDQJ� PHUXSDNDQ� LQVWDQVL� YHUWLNDO�'-.1�\DQJ�PHPL�LNL�WXJDV� PHIDNVDQDNDQ�

SHID\DQDQ�GL�ELGDQJ�NHND\DDQ�QHJDUD��SHQLODLDQ�� SLXWDQJ� QHJDUD��GDQ� OHODQJ��6WDNHKROGHUV�

.3.1/� 3DOHPEDQJ� VHEDJLDQ� EHVDU� EHUDVDO� GDUL� LQVWLWXVL� SHPHULQWDK� GDQ� PDV\DUDNDW� GL�

ZLOD\DK� NHUMD� .3.1/� 3DOHPEDQJ�� $GDSXQ� ZLOD\DK� NHUMD� .3.1/� 3DOHPEDQJ� PHOLSXWL� ��

�VHPELODQ��NRWD�GDQ�DWDX�NDEXSDWHQ�GL�SURYLQVL�6XPDWHUD�6HODWDQ�\DLWX�.RWD�3DOHPEDQJ��.RWD�

3UDEXPXOLK�� .DEXSDWHQ� %DQ\XDVLQ�� .DEXSDWHQ� 0XVL� %DQ\XDVLQ�� .DEXSDWHQ� 2JDQ� ,OLU��

.DEXSDWHQ�2JDQ�.RPHULQJ�,OLU��.DEXSDWHQ�2JDQ�.RPHULQJ�8OX��.DEXSDWHQ�2JDQ�.RPHULQJ�

8OX�7LPXU��GDQ�.DEXSDWHQ�2JDQ�.RPHULQJ�8OX�6HODWDQ�

$GDSXQ�MXPODK�SHUPRQRQDQ�,QIRUPDVL�3XEOLN�\DQJ�GLWHULPD�ROHK�.3.1/�3DOHPEDQJ�VHODPD�

WDKXQ����� DGDODK�VHEDQ\DN�� �QRO��SHUPRKRQDQ�DWDX�QLKLO��3HUPRKRQDQ�ELVD�GLVDPSDLNDQ�

ODQJVXQJ� ROHK� 3HPRKRQ� ,QIRUPDVL� 3XEOLN� VHFDUD� ZDON�LQ� PHODOXL� $37� SDGD� .3.1/�

3DOHPEDQJ��

�� .HQGDOD�NHQGDOD



ϱ

D� (NVWHUQDO

.XUDQJQ\D� SHPDKDPDQ�SHPRKRQ� LQIRUPDVL� WHUNDLW� OD\DQDQ� LQIRUPDVL� SXEOLN� EHUNDLWDQ�

GHQJDQ�8QGDQJ�8QGDQJ�.HWHUEXNDDQ�,QIRUPDVL�

E� ,QWHUQDO

3HUPRKRQDQ� LQIRUPDVL� SXEOLN� EHUNDLWDQ� ODQJVXQJ� GHQJDQ� VHNVL� WHNQLV� \DQJ�

PHODNVDQDNDQ�7XJDV�GDQ�)XQJVL�'-.1��VHKLQJJD�UDZDQ�WLGDN�WHUOD\DQLQ\D�SHUPRKRQDQ�

LQIRUPDVL�SXEOLN�VHVXDL�GHQJDQ�PHNDQLVPH�33,'�

�� 5HNRPHQGDVL� GDQ� 5HQFDQD� 7LQGDN� /DQMXW� XQWXN� 0HQLQJNDWNDQ� .XDOLWDV� /D\DQDQ�

,QIRUPDVL�3XELN

.3.1/�3DOHPEDQJ�EHUNRPLWPHQ�XQWXN�PHPEHULNDQ�SHOD\DQDQ�WHUEDLN�GDODP�VHWLDS�OD\DQDQ�

JXQD�PHQGXNXQJ�OD\DQDQ�LQIRUPDVL�.3.1/�3DOHPEDQJ�GDQ�PHQJXSD\DNDQ�VHWLDS�SHJDZDL�

PDPSX�PHPEHULNDQ�OD\DQDQ�LQIRUPDVL�\DQJ�PDNVLPDO��EDLN�PHODOXL�PHNDQLVPH�NHKXPDVDQ�

PDXSXQ�8QGDQJ�8QGDQJ�1RPRU����7DKXQ������WHQWDQJ�.HWHUEXNDDQ�,QIRUPDVL�3XEWLN�

.3.1/�3DOHPEDQJ� MXJD� EHUNRPLWPHQ�PHQHJDNNDQ� =RQD� ,QWHJULWDV� XQWXN�:LOD\DK� %HEDV�

.RUXSVL� �:%.� 7DKXQ� ����� GHQJDQ� PHPEHULNDQ� LQIRUPDVL� \DQJ� VHOXDV�OXDVQ\D� NHSDGD�

VWDNHKROGHUV�DJDU�WLGDN�PHPEHULNDQ�LPEDODQ�GDODP�EHQWXN�DSDSXQ�WHUKDGDS�VHPXD�OD\DQDQ�

\DQJ�GLEHULNDQ�GDUL�.3.1/�3DOHPEDQJ�
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 

 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LAHAT 
JALAN SERMA JAMIS NOMOR 65, PASAR BARU, LAHAT 31411; TELEPON : (0731) 325298; FAKSIMILE 

(0731) 325366; SITUS : www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat  
 

 

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LAHAT  
TAHUN 2023 

 
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh 

suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau 

penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini 

serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan publik membentuk Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. 

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID Tingkat III di lingkungan Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 

(KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 

Lingkungan Kementerian Keuangan adalah Kepala KPKNL Lahat. 

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang 

mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses 

kebijakan publik, KPKNL Lahat memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat 

diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal DJKN dengan alamat 

www.djkn.kemenkeu.go.id. 

 

 

B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik, KPKNL Lahat telah menyediakan berbagai 

kanal layanan informasi yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan. Permintaan informasi 

publik dapat dilakukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik. Permintaan 

informasi publik dengan menggunakan media elektronik disampaikan melalui surat atau dengan mengisi 

formulir Permintaan Informasi Publik yang tersedia di ruang Area Pelayanan Terpadu. 

Permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon akan ditindaklanjuti melalui 

pemberitahuan tertulis paling lama sepuluh hari kerja setelah diterimanya Permohonan Informasi Publik 

dan dapat diperpanjang paling lama tujuh hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis dan tidak 

dapat diperpanjang lagi. 

 

 

http://alamat/
http://alamat/
http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat
http://www.djkn.kemenkeu.go.id/


Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada Perangkat PPID 

KPKNL Lahat melalui: 

1. Surat; 

2. Surat elektronik melalui alamat ppid.kpknllahat@kemenkeu.go.id; 

3. Sistem Informasi PPID; 

4. Layanan informasi secara walk-in melalui Area Pelayanan Terpadu. 

 

Selama tahun 2023, KPKNL Lahat belum menerima permohonan informasi publik (NIHIL). 

 

 

mailto:ppid.kpknllahat@kemenkeu.go.id
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LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PANGKALPINANG
TAHUN 2023

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau
diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik
lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung
jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID Tingkat III di lingkungan Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah Kepala KPKNL
Pangkalpinang.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang
mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat
dalam proses kebijakan publik, KPKNL Pangkalpinang memfasilitasi penyediaan informasi
secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui
kunjungan pada portal DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id.

B. SARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik, KPKNL Pangkalpinang telah
menyediakan berbagai kanal layanan informasi yang dapat diakses oleh para pemangku
kepentingan. Permintaan informasi publik dapat dilakukan secara tertulis melalui media
elektronik dan/atau nonelektronik. Permintaan informasi publik dengan menggunakan media
elektronik disampaikan melalui surat elektronik atau Sistem Informasi PPID. Permintaan
informasi publik dengan menggunakan media nonelektronik disampaikan melalui surat atau
dengan mengisi formulir Permintaan Informasi Publik yang tersedia di ruang Area Pelayanan
Terpadu.

Permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon akan ditindaklanjuti melalui
pemberitahuan tertulis paling lama sepuluh hari kerja setelah diterimanya Permohonan
Informasi Publik dan dapat diperpanjang paling lama tujuh hari kerja dengan memberikan
alasan secara tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

http://ALAMAT
http://ALAMAT
http://www.djkn.kemenkeu.go.id
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Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada Perangkat
PPID KPKNL Pangkalpinang melalui:

1. Surat;
2. Surat elektronik melalui alamat ppid.kpknlpangkalpinang@kemenkeu.go.id;
3. Sistem Informasi PPID;
4. Layanan informasi secara walk-in melalui Area Pelayanan Terpadu.

C. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di KPKNL Pangkalpinang dilaksanakan oleh Seksi
Hukum dan Informasi selaku pemilik tusi terkait informasi publik. Selain Seksi Hukum dan
Informasi, pelayanan informasi publik juga melibatkan seksi teknis dan pejabat fungsional
selaku unit yang melaksanakan tusi KPKNL serta Subbagian Umum dalam hal penyediaan
sarana.

Petugas yang melayani permintaan informasi publik di KPKNL Pangkalpinang pada tahun
2023 sebanyak dua orang pegawai atas nama Wahyu Dwi Prasetya (Kepala Seksi Hukum
dan Informasi) dan Hendro Kusumaperdana (Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi).

D. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2023, KPKNL Pangkalpinang belum menerima permohonan informasi publik.

mailto:ppid.kpknlpangkalpinang@kemenkeu.go.id

		2024-01-12T11:04:36+0000


		2024-01-03T10:13:42+0000


		2024-01-03T03:47:28+0000


		2024-01-17T15:20:24+0000




